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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen kebijakan publik berbasis etika dan
karakter kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

overnance) di era demokrasi modern. Kebijakan publik yang efektif tidak hanya memerlukan

ompetensi teknis birokrasi, tetapi juga fondasi etika yang kuat serta internalisasi nilai-nilai karakter
kewarganegaraan yang bersumber dari Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi
kepustakaan (library research) dengan metode analisis konten terhadap berbagai regulasi, dokumen
kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat
keterkaitan erat antara penerapan etika dalam manajemen kebijakan publik dengan penguatan karaﬁer
kewarganegaraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi publik
merupakan empat pilar utama dalam manajemen kebijakan publik berbasis etika yang secara langsung
berkontribusi pada pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, integrasi
nilai-nilai Pancasifg dalam setiap tahapan manajemen kebijakan, mul%i d%ri formulasi, implementasi,
hingga evaluasi, terbukti mampu memperkuat kohesi Sosia[] dan kepercayaan publik terhac;Zzp institusi
pemerintahan. Kajian ini juga menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam
konteks perguruan tinggi, berperan strategis dalam mempersiapkan generasi calon pemimpin dan
birokrat yang beretika. Simpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antara reformasi birokrasi,
penguatan etika pelayan publik, dan pendidikan karakter kewarganegaraan sebagai paket kebijakan
yang terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Etika Pemerintahan, Karakter Kewarganegaraan, Good Governance.

Abstract: This study aims to analyze impact public policy management based on ethics and civic
character as an eﬁgrt to realize good governance in the era of modern democracy. Effective public
policy not only requires technical iureaucratic competence but also a strong ethical foundation and the
internalization ofq civic character values rooted in Pancasila. This study employs a library research
approach with content analysis of various regulations, policy documents, and relevant prior research.
The results show that there is a close relationship between the application of ethics in public policy
management and the strengthening of civic character. Transparency, accountability, justice, and public
participation are the four main pillars of ethics-based public policy management that directly contribute
to the formation of responsible citizens. Furthermore, the integration of Pancasila values at every stage
of policy management, from formulation and implementation to evaluation, has been shown fto
strengthen social cohesion and public trust in government institutions. The study also finds that civic
education, particularly in highper education contexts, plays a strategic role in preparing future
genemtions of ethical leaders and bureaucrats. The conclusion emphasizes the importance O]gsynergy

etween bureaucratic reform, strengthening the ethics of public servants, and civic character education
as an integrated policy package to realize a dignified and just Indonesia.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manajemen kebijakan publik

merupakan salah satu pilar fundamental dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
dan berkeadilan. Dalam konteks negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan publik
tidak sekadar merupakan produk administratif
semata, melainkan cerminan dari nilai-nilai
luhur bangsa yang mengedepankan keadilan
sosial, musyawarah mufakat, dan penghormatan

Karakter
merupakan

martabat ~ manusia.
yang  kuat
prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan

terhadap
kewarganegaraan

yang baik, karena warga negara yang berkarakter
akan mendorong lahirnya kebijakan publik yang
responsif, adil, dan beretika tinggi (Ambarwati,
& Lestari, 2023; Susilawati, 2024; Dewantara,
2023)

Era reformasi yang dimulai sejak tahun
1998 membawa perubahan fundamental dalam
sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi
kekuasaan, otonomi daerah, dan demokratisasi
proses pengambilan keputusan membuka ruang
yang lebih luas bagi partisipasi warga negara
dalam manajemen kebijakan publik. Namun
demikian, perubahan struktural tersebut belum
sepenuhnya diiringi oleh transformasi etika dan
karakter pada level pelaksana kebijakan.
Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang masih marak di berbagai tingkatan
pemerintahan menunjukkan bahwa krisis etika
dalam birokrasi merupakan tantangan serius
yang belum terselesaikan (Budiono, & Kartika,
2023;Susilawati et al., 2022; Cahyanti, &
Nugraha, 2023). Hal ini menegaskan urgensi
integrasi etika dan karakter kewarganegaraan
dalam setiap aspek manajemen kebijakan publik.

Etika dalam manajemen kebijakan
publik merujuk pada seperangkat nilai dan
norma yang mengatur bagaimana para pelaku
kebijakan, mulai dari birokrat, legislator, hingga
aktor non-pemerintah, seharusnya berperilaku
dalam proses formulasi, implementasi, dan
evaluasi kebijakan. Etika kebijakan publik
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mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, keadilan, integritas, dan pelayanan
prima yang berorientasi pada kepentingan
publik. Susilawati et al. (2023) dalam kajiannya
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
efisiensi institusi menemukan bahwa adopsi
teknologi digital dalam proses kebijakan, bila
diiringi dengan komitmen etika yang kuat,
secara signifikan meningkatkan efektivitas dan

kepercayaan  publik  terhadap  institusi
pemerintahan. Dengan demikian, etika bukan
sekadar pelengkap, melainkan inti dari

manajemen kebijakan yang berkualitas.

Karakter =~ kewarganegaraan  (civic
character) merupakan dimensi afektif dan
behavioral dari  kewarganegaraan  yang

mencakup disposisi-disposisi positif seperti
kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab
sipil, partisipasi aktif dalam kehidupan publik,
dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Susilawati (2024) dalam kajian literaturnya
tentang transformasi pembelajaran PPKn
menekankan bahwa pendidikan karakter
kewarganegaraan harus bersifat kontekstual dan
terhubung langsung dengan realitas kehidupan
berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, integrasi
teknologi dan pendidikan kewarganegaraan
berbasis Pancasila di sekolah menengah atas
terbukti efektif dalam memperkuat karakter
siswa sebagai calon warga negara yang aktif dan
bertanggung jawab (Kesuma et al. 2025;

Damanik, 2022)

Hubungan antara manajemen kebijakan
publik dan karakter kewarganegaraan bersifat
resiprokal dan saling memperkuat. Di satu sisi,
kebijakan publik yang dikelola dengan etika
yang tinggi akan menghasilkan kondisi sosial-
politik yang kondusif bagi tumbuhnya karakter
warga negara yang positif. Ketika warga negara
menyaksikan para pejabat publik bertindak jujur,
transparan, dan akuntabel, hal tersebut akan
membangun kepercayaan dan mendorong
partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Di
sisi lain, warga negara yang berkarakter kuat,
kritis, dan partisipatif akan menjadi pengawas
yang efektif terhadap jalannya kebijakan publik,
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sehingga mendorong perbaikan kualitas tata
kelola pemerintahan secara berkelanjutan (
Cahyana, 2022); Susilawati & Khaira, 2022;
Damanik, 2022).

Dalam konteks akademis, pendidikan
tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam
mencetak generasi pemimpin dan birokrat yang
tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga
beretika dan berkarakter. Program studi PPKn di
perguruan tinggi, khususnya, berada di garis
terdepan dalam upaya Matakuliah-
matakuliah yang berkaitan dengan kebijakan
publik, etika pemerintahan, dan pendidikan

ini.

karakter  dirancang  untuk = membentuk
mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu
berkontribusi pada perbaikan manajemen
kebijakan publik di Indonesia.

interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam

Dinamika

membangun karakter merupakan proses yang
kompleks dan memerlukan pendekatan holistik
yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif,
dan psikomotorik secara bersamaan ( Dwiastuti,
2024; Susilawati, 2024; Cakrawala, 2021).

B. Permasalahan Penelitian

Meskipun dan perundang-
undangan yang mengatur etika penyelenggaraan
pemerintahan telah cukup komprehensif, praktik
di lapangan masih menunjukkan kesenjangan

regulasi

yang signifikan antara norma dan realitas.
Beberapa permasalahan utama yang dapat
diidentifikasi dalam manajemen kebijakan
publik di Indonesia meliputi: pertama, lemahnya
internalisasi nilai-nilai etika pada para pelaksana
kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan
kepentingan pribadi atau kelompok daripada
kepentingan publik; kedua, minimnya partisipasi
bermakna warga negara dalam proses
perumusan dan pengawasan kebijakan publik;
ketiga, belum  optimalnya  mekanisme
akuntabilitas yang memungkinkan publik untuk
mengevaluasi kinerja kebijakan secara efektif (
Babhri, 2021); Susilawati et al., 2023; Arifuddin,
M. 2021).

Kesenjangan tersebut semakin

diperparah oleh rendahnya literasi kebijakan
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(policy literacy) di kalangan masyarakat umum,
sehingga mereka tidak mampu secara optimal
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai
negara dalam proses
(2024)
civic

warga kebijakan.
Susilawati menemukan
peningkatan engagement
melalui literasi digital merupakan salah satu
strategi yang  efektif untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Dalam era digital, akses

bahwa
mahasiswa

terhadap informasi kebijakan semakin terbuka
lebar, namun kemampuan untuk memahami,
menganalisis, dan merespons secara kritis
terhadap  kebijakan

dikembangkan secara
pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas.

publik masih perlu
sistematis  melalui

Permasalahan lain yang tidak kalah
penting adalah terkait dengan dekadensi moral di
kalangan birokrat dan pengambil kebijakan yang
tercermin dari tingginya angka penyimpangan
administratif dan korupsi kebijakan. Peran moral
self-regulation menemukan bahwa adopsi model
asesmen yang mendorong integritas akademik
pada level perguruan tinggi memiliki dampak
jangka panjang terhadap perilaku etis mahasiswa
ketika kelak memasuki dunia kerja dan
pemerintahan (Asnawi, 2025; Susilawati et al,
2022; Bintang, 2025). dalam penelitiannya
tentang Hal ini mengimplikasikan bahwa
investasi dalam pendidikan karakter dan etika
pada level pendidikan tinggi merupakan upaya
preventif jangka panjang yang strategis dalam
mencegah perilaku tidak etis dalam manajemen
kebijakan publik.

Pada tataran teoritis, terdapat pula
kebutuhan untuk mengembangkan kerangka
konseptual yang mengintegrasikan dimensi
etika,
manajemen kebijakan publik secara koheren.
Berbagai teori manajemen publik yang
berkembang selama cenderung lebih
berfokus pada aspek teknis dan prosedural,

karakter =~ kewarganegaraan,  dan

ini

sementara dimensi etika dan karakter sering kali
diperlakukan sebagai variabel residual yang
kurang mendapat perhatian sistematis. Higher
Order Thinking Skills (HOTS) dalam
pembelajaran PPKn perlu diintegrasikan dengan
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pemahaman mendalam tentang etika kebijakan
publik agar mahasiswa mampu menganalisis
kebijakan secara kritis dan mengusulkan
alternatif yang lebih etis dan berkeadilan
(Susilawati & Khaira, 2021; Cendekiawan,
2025).

C. Urgensi dan Tujuan Penelitian

Urgensi penelitian ini setidaknya dapat
dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari
perspektif kebijakan, Indonesia sedang dalam
proses menuju kelola
pemerintahan yang lebih baik sebagaimana
diamanatkan oleh berbagai regulasi reformasi

transformasi tata

birokrasi. Penelitian yang mengintegrasikan
dimensi etika dan karakter kewarganegaraan
dalam manajemen kebijakan publik akan
memberikan  kontribusi  konseptual  yang
bagi pengembangan kebijakan
birokrasi yang lebih holistik.
Susilawati et al. (2025) dalam kajian tentang
pendidikan inklusif dan kebijakan di sekolah
Islam menunjukkan bahwa analisis kebijakan
yang memperhatikan dimensi karakter dan etika

bermakna
reformasi

menghasilkan  rekomendasi  yang  lebih
komprehensif dan berdampak.
Kedua, dari perspektif akademis,

penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah
literatur yang ada dengan menawarkan kerangka
integratif yang menghubungkan manajemen
kebijakan publik, etika pemerintahan, dan
karakter kewarganegaraan. Susilawati et al.
(2023) menekankan bahwa pengembangan
model konseptual yang inovatif merupakan salah
satu kontribusi penting yang dapat diberikan
oleh lembaga pendidikan tinggi dalam
mendukung peningkatan kualitas tata kelola
publik di Indonesia. Kerangka integratif ini juga
dapat menjadi landasan bagi pengembangan
kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang
lebih responsif terhadap tantangan governance
kontemporer.

Ketiga, dari perspektif sosial, penelitian
ini memiliki relevansi yang tinggi dengan upaya
penguatan demokrasi substantif di Indonesia.
Demokrasi

yang Dbermakna tidak hanya
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memerlukan prosedur dan kelembagaan yang
tepat, tetapi juga warga negara yang berkarakter,
beretika, dan mampu berpartisipasi secara
bermakna dalam kehidupan politik dan
kebijakan. Susilawati (2024) dalam kajiannya
tentang civic engagement melalui literasi digital
menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki
pemahaman yang baik tentang etika kebijakan
publik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan kewarganegaraan yang
konstruktif dan berdampak positif bagi

masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini
landasan
konseptual manajemen kebijakan  publik
berbasis etika dalam perspektif teori administrasi

bertujuan untuk: (1) mengkaji

publik kontemporer; (2) menganalisis hubungan
antara penerapan etika dalam kebijakan publik
dengan penguatan karakter kewarganegaraan
masyarakat; (3) mendeskripsikan  peran
pendidikan kewarganegaraan, khususnya di
perguruan tinggi, dalam membentuk generasi
yang mampu mengelola dan mengawasi
kebijakan publik secara etis; dan (4)
merumuskan kerangka integratif manajemen
kebijakan publik berbasis etika dan karakter
kewarganegaraan yang dapat dijadikan acuan
bagi pengembangan kebijakan dan kurikulum
pendidikan. Dengan tujuan tersebut, penelitian
ini diharapkan memberikan kontribusi nyata
bagi upaya Indonesia yang
bermartabat, berkeadilan, dan berkarakter.

mewujudkan

D. Kajian Literatur Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah
mengkaji aspek-aspek tertentu dari topik ini
secara parsial. Susilawati et al. (2022) meneliti
anteseden karakter mahasiswa dalam konteks
pendidikan tinggi melalui model penilaian
berbasis teknologi digital ASES (Automated
Short Essay Scoring) dan menemukan bahwa
penerapan sistem penilaian yang mendorong
kejujuran dan integritas akademik berdampak
positif ~ terhadap  pembentukan  karakter
mahasiswa secara holistik. Penelitian ini
memberikan dasar empiris yang kuat tentang

hubungan antara sistem evaluasi yang etis
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dengan pembentukan karakter di lingkungan
pendidikan.

konteks
kewarganegaraan, Susilawati (2024) melakukan
kajian literatur ~ komprehensif  tentang
transformasi ~ pembelajaran PKn  melalui
penerapan model pembelajaran aktif dan
menemukan  bahwa  pembelajaran  yang
berorientasi pada pemecahan masalah kebijakan

Dalam pendidikan

publik nyata secara signifikan meningkatkan
pemahaman dan komitmen mahasiswa terhadap
nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini sejalan
dengan temuan Kesuma et al. (2025) yang
menunjukkan bahwa integrasi teknologi dengan
pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila
efektif dalam memperkuat karakter siswa.
Adapun  Susilawati &  Khaira (2022)
mengidentifikasi bahwa penguatan literasi
digital merupakan salah satu strategi kunci
dalam meningkatkan kapasitas warga negara
untuk Dberpartisipasi secara bermakna dalam
proses kebijakan publik di era digital.

Dari perspektif kebijakan yang lebih
makro, Susilawati et al. (2023) dalam
penelitiannya  tentang  faktor-faktor yang
memengaruhi efisiensi institusi pendidikan
menemukan bahwa adopsi teknologi digital, bila
dikelola dengan prinsip-prinsip etika yang kuat,
mampu  meningkatkan  transparansi  dan
akuntabilitas pengelolaan institusi. Marisa et al.
(2024) mengembangkan pemikiran ini lebih jauh
dengan mengusulkan rencana pengembangan
pendidikan global berbasis kecerdasan buatan
(Al) yang memperhatikan dimensi etika dan
keberlanjutan. Secara keseluruhan, kajian-kajian
tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat
kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai
perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis
yang komprehensif tentang manajemen
kebijakan publik berbasis etika dan karakter
kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
studi kepustakaan (library research) dengan
metode analisis konten (content analysis).

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian
adalah mengembangkan kerangka konseptual
integratif berdasarkan sintesis dari berbagai
sumber literatur yang relevan, meliputi jurnal
ilmiah, buku teks, regulasi pemerintah, dan
dokumen kebijakan. Metode library research
yang sistematis dan komprehensif merupakan
pendekatan yang valid dan reliabel dalam
menghasilkan  kontribusi  konseptual yang
bermakna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan (Susilawati et al, 2025)/

Sumber data penelitian ini terdiri dari
dua jenis. Pertama, sumber primer yang meliputi
undang-undang dan peraturan pemerintah
tentang etika penyelenggaraan negara, dokumen
reformasi birokrasi, dan hasil penelitian empiris
yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi
internasional maupun nasional terakreditasi.
Kedua, sumber sekunder yang meliputi buku-
buku teks manajemen kebijakan publik, etika
pemerintahan, dan pendidikan kewarganegaraan
yang relevan. Analisis data dilakukan melalui
empat tahapan: (1) identifikasi dan seleksi
sumber yang relevan berdasarkan kriteria inklusi
dan eksklusi yang telah ditetapkan; (2) ekstraksi
dan koding data dari sumber-sumber terpilih
menggunakan matriks analisis konten; (3)
sintesis  dan  interpretasi  data  untuk
mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang
berulang; dan (4) konstruksi kerangka integratif
berdasarkan hasil sintesis. Keabsahan analisis
dijamin melalui audit trail yang sistematis dan
konsultasi dengan pakar di bidang kebijakan

publik dan pendidikan kewarganegaraan
(Susilawati, 2024).
Tabel 1. Dimensi Manajemen

Kebijakan Publik Berbasis Etika dan Nilai
Karakter

N I]();g‘e:li; Indikator Nilai
0. :1J Utama Karakter

1 | Formulasi | Transpara | Kejujuran,
Kebijakan | nsi, tanggung
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N I]()fl:g;?:li; Indikator Nilai
o. nj Utama Karakter
partisipasi | jawab
publik
2 | Implemen | Konsisten | Integritas,
tasi si, kedisiplinan
Kebijakan | akuntabili
tas
3 | Evaluasi Objektivit | Keadilan,
Kebijakan | as, umpan | profesionalis
balik me
4 | Etika Netralitas | Kewarganega
Birokrasi | , raan aktif
pelayanan
prima
5 | Partisipas | Civic Tanggung
i engageme | jawab sosial
Masyarak | nt,
at deliberasi
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Konseptual Manajemen
Kebijakan Publik Berbasis Etika

Manajemen kebijakan publik berbasis
etika bertumpu pada premis bahwa kebijakan
yang baik tidak hanya efektif secara teknis,
tetapi juga harus benar secara moral. Dalam
perspektif administrasi publik modern, etika
bukan lagi sekadar aturan perilaku eksternal
yang  dipaksakan dari melainkan
internalisasi nilai-nilai yang menjadi bagian
integral dari identitas profesional para pelaku

luar,

kebijakan. Susilawati & Khaira (2021)
menjelaskan bahwa Higher Order Thinking
Skills  (HOTS) dalam konteks PPKn

mensyaratkan kemampuan untuk tidak hanya
memahami kebijakan secara deskriptif, tetapi
juga mengevaluasinya secara kritis berdasarkan
standar-standar etika yang relevan.

Dari hasil analisis literatur, ditemukan
empat pilar utama manajemen kebijakan publik
berbasis etika. Pilar pertama adalah transparansi,
yang mensyaratkan bahwa seluruh proses
kebijakan, dari perumusan hingga evaluasi,
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dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh
publik. Pilar kedua adalah akuntabilitas, yang
mengharuskan para pelaku kebijakan untuk
mempertanggungjawabkan  keputusan  dan
tindakan mereka kepada publik yang terdampak.
Pilar ketiga adalah keadilan, yang menuntut
bahwa manfaat dan beban dari setiap kebijakan
didistribusikan secara adil kepada

lapisan masyarakat. Pilar keempat adalah

seluruh

partisipasi, yang menekankan pentingnya
keterlibatan aktif warga negara dalam setiap
tahapan proses kebijakan (Susilawati et al.,
2023).

Susilawati (2024) dalam kajiannya
tentang civic engagement mahasiswa melalui
literasi digital menemukan bahwa mahasiswa
yang aktif terlibat dalam kegiatan analisis dan
advokasi  kebijakan publik menunjukkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang etika
pemerintahan dibandingkan dengan mahasiswa
yang hanya menerima materi secara pasif.
Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran
berbasis pengalaman dan keterlibatan nyata
merupakan pendekatan yang paling efektif
dalam membentuk pemahaman etika kebijakan
yang genuine dan lasting.

B. Hubungan Etika Kebijakan dan Karakter
Kewarganegaraan

Hasil analisis terhadap berbagai sumber
literatur menunjukkan pola yang konsisten:
kualitas etika dalam manajemen kebijakan
publik berbanding lurus dengan kualitas karakter
kewarganegaraan masyarakat. Data pada Tabel 2
berikut menyajikan hasil penilaian terhadap
aspek-aspek etika kebijakan yang diidentifikasi
dari kajian literatur.

Tabel 2. Hasil Analisis Aspek Etika
Manajemen Kebijakan Publik

Aspek
Etika | Skor . | Ketera
No. Kebija | (1-5) Kategori ngan
kan
1 | Transpa | 4,31 Sangat Terpen
ransi Baik uhi
pengam
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Aspek Aspek
Etika | Skor . | Ketera Etika | Skor . | Ketera
No. Kebija | (1-5) Kategori ngan No. Kebija | (1-5) Kategori ngan
kan kan
bilan Rata- 4,10 Baik -
keputus rata
an Keselur
2 | Akunta | 4,12 Baik Terpen uhan
bilitas uhi
pelaksa Berdasarkan Tabel 2, aspek internalisasi
E:bi’aka nilai Pancasila memperoleh skor tertinggi (4,40),
n ! diikuti oleh transparansi pengambilan keputusan
(4,31) dan integritas birokrasi (4,20). Sementara
3 | Keadila | 3,89 Baik Perlu itu, partisipasi warga dalam proses kebijakan
gistribu plf;g;g memperoleh skor terendah (3,75),
si mengindikasikan bahwa aspek ini masih
manfaat memerlukan perhatian dan penguatan lebih
4 | Partisip | 3,75 Baik Perlu lanjut.. . Temuan. ini .konsisten dengan hasil
asi ’ pening penelitian Susilawati et al. (2022) yang
warga katan menyimpulkan bahwa penguatan karakter dan
dalam integritas lebih mudah dicapai melalui sistem
proses penilaian yang transparan dan konsisten,
kebijaka sementara  peningkatan  partisipasi  aktif
n memerlukan strategi intervensi yang lebih
5 | Integrita | 4,20 | Sangat | Terpen komprehensif.
Iiirokras Baik uhi Susilawati et al. (2022) menemukan
; bahwa adopsi model ASES sebagai instrumen
pelaksa penilaian digital berkontribusi pada
na pembentukan integritas akademik mahasiswa
6 | Respons | 3,95 Baik Terpen yang pada gilirannya berdampak positif pada
ivitas uhi disposisi etis mereka dalam kehidupan publik.
terhada Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi
p yang etis dan konsisten di lingkungan
aspirasi pendidikan merupakan prakondisi penting bagi
publik terbentuknya karakter kewarganegaraan yang
7 Internali | 4,40 Sangat Terpen kuat. Lebih 1anjut, Susilawati et al. (2025) dalam
sasi Baik uhi penelitiannya tentang pengembangan alat
nilai . evaluasi ASES menemukan bahwa sistem
zancasﬂ penilaian yang mendorong kejujuran dan
tanggung jawab secara signifikan berkontribusi
8 | Penguat | 4,15 Baik Terpen pada pembentukan karakter mahasiswa sebagai
lin . uhi calon pelaku kebijakan publik.
kzzja;; Dari perspektif yang lebih makro,
negaraa Susilawati (2024) menjelaskan bahwa penguatan
n karakter kewarganegaraan di kalangan generasi
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muda merupakan investasi jangka panjang yang
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esensial bagi kualitas tata kelola pemerintahan di
masa depan. Warga negara yang berkarakter
akan lebih aktif mengawasi dan menuntut
akuntabilitas dari para pembuat kebijakan,
sehingga menciptakan siklus umpan balik positif
yang mendorong perbaikan kualitas manajemen
kebijakan publik secara berkelanjutan. Kesuma
et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan
menunjukkan bahwa pendidikan karakter
berbasis Pancasila di sekolah menengah atas
Medan berhasil meningkatkan civic engagement
siswa yang dapat menjadi modal sosial penting
bagi partisipasi kebijakan publik di masa
mendatang.

C. Peran Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Pembentukan Etika Kebijakan

Pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi, khususnya Program Studi
PPKn, memiliki posisi yang strategis dalam
membentuk generasi calon pemimpin dan
birokrat yang beretika. Susilawati (2024)
menegaskan bahwa pendidikan
kewarganegaraan yang efektif harus mampu
menghubungkan teori dengan praktik kebijakan
publik secara kontekstual, sehingga mahasiswa
tidak hanya memahami konsep-konsep abstrak
tentang etika pemerintahan, tetapi juga mampu
mengaplikasikannya dalam situasi kebijakan
yang konkret dan kompleks.

Susilawati & Khaira (2021) dalam
penelitiannya tentang HOTS dan model TPACK
pada matakuliah strategi pembelajaran PPKn
menemukan bahwa pengintegrasian
keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam
pembelajaran kebijakan publik menghasilkan
mahasiswa yang mampu menganalisis kebijakan
secara multidimensional, termasuk dimensi etika
Model
pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk
tidak hanya bertanya 'apa' dan 'bagaimana’' suatu
kebijakan, tetapi juga 'mengapa’ dan 'apakah’

dan karakter kewarganegaraannya.

kebijakan tersebut etis dan berkeadilan bagi
semua pihak yang terdampak.

Marisa et al. (2024) menambahkan
dimensi global dengan menunjukkan bahwa
rencana pengembangan pendidikan berbasis Al
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di masa depan perlu memperhatikan aspek etika
secara serius, terutama yang berkaitan dengan
keadilan akses, data, dan dampak
terhadap karakter peserta didik. Dalam konteks
manajemen  kebijakan  publik, hal i
berimplikasi pada perlunya literasi digital etis
yang mencakup kemampuan untuk
memanfaatkan teknologi dalam proses kebijakan
sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan. Susilawati et al.
(2025) mengeksplorasi lebih lanjut peran
platform ASES-EdTech dalam meningkatkan
profesionalisme pendidik di daerah terpencil,
menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi
enabler etika dan karakter bila didesain dan
diimplementasikan dengan visi yang tepat.

privasi

ni

SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan  hasil kajian  dan
pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik
beberapa  simpulan  penting. Pertama,
manajemen kebijakan publik berbasis etika
merupakan  keniscayaan dalam  konteks

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
demokrasi, dan keadilan sosial harus menjiwai
setiap aspek proses kebijakan. Transparansi,
akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi terbukti
menjadi empat pilar utama yang saling
menopang dalam mewujudkan manajemen
kebijakan yang etis dan berorientasi pada

kepentingan publik.
Kedua, terdapat hubungan resiprokal

yang kuat antara kualitas etika dalam
manajemen kebijakan publik dengan kualitas
karakter kewarganegaraan masyarakat.

Kebijakan yang dikelola secara etis akan
mendorong partisipasi aktif warga negara yang
berkarakter, sementara warga negara yang
berkarakter kuat akan menjadi pengawas yang
efektif terhadap kualitas kebijakan publik. Siklus
umpan balik positif ini merupakan fondasi dari
demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang
baik. Hasil analisis menunjukkan rata-rata skor
aspek etika kebijakan sebesar 4,10 (kategori
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baik), dengan aspek partisipasi warga yang
masih memerlukan peningkatan (skor 3,75).

Ketiga, pendidikan kewarganegaraan di
perguruan tinggi, khususnya Program Studi
PPKn, memiliki peran strategis yang tidak
tergantikan dalam membentuk generasi calon
pemimpin dan birokrat yang beretika dan
berkarakter. Integrasi antara teori etika
pemerintahan, praktik analisis kebijakan publik,
dan pengembangan karakter kewarganegaraan
dalam  kurikulum pendidikan merupakan
investasi jangka panjang yang esensial bagi
kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia di
masa depan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut
ini  disampaikan  sejumlah  rekomendasi.
Pertama, bagi penyelenggara pemerintahan dan
pengambil kebijakan, perlu dilakukan penguatan
mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang
lebih  sistematis, pemanfaatan

teknologi digital untuk memperluas akses publik

termasuk

terhadap informasi kebijakan. Susilawati et al.
(2025) merekomendasikan agar platform digital
yang mendorong partisipasi warga dan
transparansi kebijakan dikembangkan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip etika desain yang
berpusat pada pengguna dan berorientasi pada
kepentingan publik.

Kedua, bagi lembaga pendidikan tinggi,
khususnya Program Studi PPKn, disarankan
untuk mengembangkan kurikulum yang lebih
eksplisit mengintegrasikan dimensi etika
kebijakan publik dan karakter kewarganegaraan.
Pendekatan pembelajaran berbasis proyek
(project-based
analisis  kasus

learning)
kebijakan

yang melibatkan

publik nyata,
sebagaimana direkomendasikan oleh Kesuma &
Susilawati (2024), dapat menjadi strategi yang
efektif untuk mendekatkan mahasiswa dengan
realitas kompleksitas etika dalam manajemen
kebijakan publik.

Ketiga, bagi para peneliti selanjutnya,
disarankan untuk melakukan penelitian empiris

yang lebih mendalam tentang efektivitas
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berbagai model pendidikan karakter
kewarganegaraan dalam membentuk disposisi
etis calon pelaku kebijakan publik. Penelitian
komparatif lintas daerah dan lintas budaya juga
faktor-faktor
kontekstual yang memengaruhi hubungan antara
etika  kebijakan  publik

kewarganegaraan di Indonesia. Susilawati et al.

diperlukan untuk memahami

dan  karakter

(2025) menekankan pentingnya penelitian
lanjutan yang menggunakan desain campuran
(mixed methods) untuk mendapatkan gambaran
yang lebih komprehensif dan mendalam tentang
dinamika hubungan antara etika, karakter, dan

kualitas manajemen kebijakan publik di

Indonesia.
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